
[ SALINAN l 

BUPATI LANDAK 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI LANDAK 
NOMOR S3 TAHUN 2017 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LANDAK 
TAHUN 2017 - 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI LANDAK, 
a. bahwa sebagai dokumen perencanaan Perangkat 

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, telah ditetapkan 
Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Keputusan 
Bupati yang memuat tujuan, sasaran, program, dan 
kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi 
setiap Perangkat Daerah; 

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak 
Tahun 2017-2022, maka perlu dilakukan penyesuaian 
terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah 
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Landak tentang Rencana Strategis 
Perangkat Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022. 

1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3970); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 



Indonesia Nomor 4287); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 



4815); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaiman telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6042); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5941); 

16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 
2010-2014; 

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia N omor 59 Tahun 
2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 994); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 



Menetapkan 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat 
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2013 Nomor 5); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007--2027 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten landak Nomor 
10); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 
2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Landak Tahun 2014 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Landak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Landak Nomor 38); dan 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun 2016 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG RENCANA 
STRATEGIS PERANGAT DAERAH KABUPATEN LANDAK 
TAHUN 2017-2022. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 
1. Daerah adalah Kabupaten Landak. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan 

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 



kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Landak. 
4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Landak. 
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 
(dua puluh) tahun. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) 
tahun. 

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen 
Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD 
adalah Dokumen Perencanaan PD untuk 1(satu) tahun. 

9. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen rencana yang 
memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran 
pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. 

BABII 
KEDUDUKAN RENSTRA PD 

Pasal 2 

(1) Renstra PD Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dan RPJMD Tahun 2017- 
2022. 

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman PD dalam 
penyusunan Renja PD. 

BAB III 
SISTEMATIKA RENSTRA PD 

Pasal 3 

(1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
BAB II 
BAB III 
BAB IV 
BABV 
BAB VI 
BAB VII 
BAB VIII 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 
TUJUAN DAN SASARAN 
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 
PENUTUP 

(2) Isi beserta uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Bupati ini. 



BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 4 

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Renstra PD 2012-2016 yang telah ditetapkan 
Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak. 

Ditetapkan di Ngabang 
pada tanggal 21 pi oar 2017 

BUPATI LANDAK, 

TTD 

KAROLIN MARGRET NATASA 

Diundangkan di Ngabang 
pada tanggal 2 oer 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LANDAK, 

TTD 

ALPIUS 
BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017 NOMOR ..\\..... 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 

SETDA KAB PATEN LANDAK, 

.H 
NIP. 1 03 1 003 


